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Abstract
The purpose of this study is to describe the Implementation of Population Administration
Information System in the Management of Identity Card Services (KTP) at the Population and
Civil Registry Office of Kendari City. Data collection is done by in-depth interview techniques,
observations, and document studies, while data analysis techniques are done qualitatively
and quantitatively. The informant selection technique uses one of the techniques in sampling
or determining the informant with consideration or certain criteria (purpisive) in the Research
Methodology. The results of the study indicate the factors that influence the implementation
of policies that contain communication, resources and dispositions run effectively. This can be
seen from good communication, technological guidance for resources and a loyal attitude
towards policy. In a no-no situation the population administration information system is good
enough. However, in the context of population registration, it has not run optimally due to
inadequate facilities. While in the context of civil registration can also be seen from the work
of employees always based on existing rules. Then in the context of information management
it must also be good enough to improve information and also must provide more adequate
facilities.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan dalam Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, sedangkan teknik analisis data
dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Adapun teknik penentuan informan
menggunakan salah satu teknik dalam logika pengambilan sampel atau penentuan
informan dengan pertimbangan atau kriteria –kriteria tertentu (purpisive) dalam Metodologi
Penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya dan disposisi berjalan
dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari kamunikasi yang terjalin baik, bimbingan teknologi
untuk sumber daya dan sikap loyal pegawai terhadap kebijakan. Dalam konteks unsur-unsur
sistem informasi administrasi kependudukan cukup baik. Namun, dalam konteks pendaftaran
penduduk belum berjalan dengan optimal karena faktor fasilitas yang kurang memadai.
Sedangkan dalam konteks pencatatan sipil juga baik dilihat dari kerja pegawai selalu
berlandaskan dengan aturan yang ada. Kemudian dalam konteks pengelolaan informasi
juga sudah cukup baik namun untuk dapat meningkatkan mengenai pengelolaan informasi
juga harus menyiapkan fasilitas yang lebih memadai.
Kata Kunci: Administrasi kependudukan; Implementasi; Pelayanan; Sistem informasi
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat kini menimbulkan suatu revolusi
baru, yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensiaonal ke era digital. Pada instansi
pemerintah, perubahan ini ditandai dengan ditinggalkannya pemerintahan tradisional
(traditional government) yang identik dengan paper-based administration menuju
electronic government atau e-government. E-government adalah penggunaan teknologi
informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain
(Junaedi, 2005). E-government menunjuk pada penggunaan teknologi komunikasi dan
informasi, terutama internet, untuk memberikan pelayanan dan pengiriman informasi
pemerintah. Melalui e- government, pemerintah akan dikelolah melalui jaringan teknologi
dan berbasis data untuk berbagai kepentingan yang bertujuan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan
tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya
untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana.
Manfaat yang didapat melalui penerapan e- government tersebut, maka dapat
dikatakan bahwa penerapannya merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan
pelayanan publik yang lebih baik. Di Indonesia pengembangan e-government telah
diamanatkan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional. Menurut Inpres tersebut, “Pengembangan e-government merupakan
upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis (menggunakan)
elektronik dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien”.
Penyusunan rencana strategis pengembangan e-government ini pemerintah memiliki
peranan sebagai pemberi kebijakan tentang strategi pengembangan e-government
dengan memberikan arahan tentang penyusunan rencana strategis e-government kepada
seluruh instansi pemerintah sesuai dengan konteks masing-masing lingkungan instansi
tersebut.
Pelayanan publik menurut Thaha (dalam Falikhatun, 2003) merupakan suatu
kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publk,
mempersingkat waktu pelayanan dan memberikan kepuasan pada publik. Pemenuhan hak
masyarakat yang merupakan tujuan dari fungsi pelayanan publik harus terus ditingkatkan
baik dari sisi kualitas, maupun kuantitas. Sisi kualitas dapat dilakukan dengan mengurangi
kesalahan pelayanan, mempercepat pelayanan, dan kemudahan pelayanan. Sedangkan
dari sisi kuantitas dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah masyrakat yang dapat
di layani dan menambah waktu pelayanan.
Salah satu bentuk penerapan tenologi informasi dalam e-government ini adalah
penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pengelolaan
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pendaftaran penduduk seperti yang telah diterapkan pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Kendari. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah salah satu
jenis perangkat lunak (software) yang dapat digunakan untuk membantu proses
pengelolaan data pencatatan biodata penduduk pada satu instansi pemerintah yang
bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan.
Pada dasarnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan data
kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia dalam suatu jaringan integral yang
didalamnya semua data kependudukan di daerah-daerah saling terkoneksi. Koneksi SIAK ini
berlangsung mulai dari tingkatan desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota dan
propinsi. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ini data kependudukan dari Sabang hingga
Marauke bisa dilihat dan dimonitor dari pusat. Karena memiliki koneksi, sistem SIAK ini
menyebabkan database kependudukan menjadi bersifat up to date atau aktual, dalam
artian jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang meninggal, bertambah usia, pindah
rumah dan sebagainya bias dilihat dalam sistem tersebut. Tidak hanya itu, dengan
sifatnya yang online ini, data mengenai kependudukan dapat diakses lansung oleh pihak-
pihak yang bersangkutan yang membutuhkan data kependudukan sesuai dengan
kebutuhan. Sistem ini juga menghilangkan adanya perbedaan data kependudukan antara
instansi satu dengan lainnya sehingga dapat mendukung kebutuhan akan data
kependudukan yang akurat bagi perencanaan pembangunan atau pesta demokrasi seperti
Pemilu dan Pilkada.
Tujuan dari penerapan sistem SIAK ini tidak lain adalah untuk meningkatkan sistem
pelayanan administrasi kependudukan, serta peningkatan pelayanan masyarakat dalam
pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) seluruh masyarakat Kota Kendari. Dengan
beralihnya pembuatan KTP dari sistem manual menjadi sistem online, maka estimasi proses
pembuatan KTP menjadi lebih singkat, namun pada kenyataannya tidak demikian. Terdapat
sejumlah kendala yang mengakibatkan sistem SIAK ini tidak berjalan dengan efektif
sebagaimana mestinya sehingg masalah keterlambatan proses pembuatan KTP tetap
menjadi masalah walaupun sistem ini telah diterapkan.
Berdasarkan uraian latar belakang, maka menjadi hal yang urgen untuk mengkaji
lebih mendalam sejauhmana “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Kendari”
METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari yang
dijadikan sebagai unit analisis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif
Kualitatif. Dengan metode kualitatif, peneliti menguaraikan dan mendeskripsikan data-data
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yang didapat dilapangan tentang pola, proses, makna serta langkah-langkah Implementasi
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Proses Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) pada Dinas Kepndudukan dan catatan Sipil Kota Kendari. Informan sebagai
kategori khusus penelitian dikarenakan seseorang mengetahui dan memahami jenis
informasi tertentu (Given, 2008:430); sehingga data utama berupa informasi dapat
digunakan untuk mengetahui dan memaknai implementasi sistem informasi administrasi
kependudukan dalam proses pelayanan KTP pada lokus sampel. Adapun teknik penentuan
informan menggunakan salah satu teknik dalam logika pengambilan sampel atau
penentuan informan dengan pertimbangan atau kriteria –kriteria tertentu (purpisive) dalam
Metodologi Penelitian (Sujarweni, 2014:72) dan menetapkan informan sebagai berikut:
Bidang pengelolaan data dan informasi, Bidang umum dan kepegawaian, Bidang
pencatatan sipil, Bidang pendaftaran penduduk, Staf operator, Sekretarian, 1 orang
masyarakat dan seorang informan kunci (key informan) yaitu kepala dinas kependudukan
dan catatan sipil kota kendari yang dianggap paling mengetahui implementasi sistem
informasi administrasi kependudukan. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara
bersamaan dengan proses penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi, kuesioner dan
wawancara mendalam diolah dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data
berdasarkan beberapa tema sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini juga




Implementasi atau pelaksanaan menurut Van Mater dan Van Horn (dalam Wahab, 1990:51)
adalah: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu- individu atau pejabat-pejabat
atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dan digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Kemudian
Higgins (dalam Salusu 2008: 403), menyatakan implementasi yaitu seperangkat kegiatan
yang dilakukan menyusun suatu keputusan. Jadi, implementasi adalah suatu rangkaian
pengambilan keputusan dalam organisasi guna mencapai suatu tujuan yang telah
ditetapkan. Selanjutnya Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab 2001 :68) mendefinisikan
implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk
undang –undang, namun dapat pula berbentuk perintah –perintah atau keputusan –
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
Demikian halnya menurut Jones (1991) (dalam La Ode Muhammad Elwan, 2011: 18)
menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan
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konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena
pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah.
Dalam mengkaji studi implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel-variabel
atau faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa model implementasi yang dapat
digunakan sebagai acuan, diantaranya adalah sebagai berikut;
Grindle (1980) mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan
administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan
atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan
program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara
keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai
dengan yang ditentukan (dalam Elwan.L.O.M, 2011:22). Pengukuran kesesuaian ini dapat
dilihat dari dua hal, yaitu: a) Dilihat dari prosesnya, yakni yang dapat diperiksa pada tingkat
program yang spesifik dan dana yang dialokasikan, serta b) Dilihat dari hasil yang dicapai
oleh implementasinya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; dan b) Tingkat
perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang
terjadi. Lebih lanjut, menurut argumen Grindle (dalam Elwan.L.O.M, 2011: 22) bahwa
keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat
tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (implementability) dari kebijakan
tersebut. Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (content of policy) dan
aspek konteks implementasi kebijakan (contexs of policy implementation).
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Untuk memberikan gambaran fokus kajian ini, berikut dijelaskan beberapa faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan model yang digunakan.
Mazmanian dan Sabatier (dalam Putra, 2009:26) melihat implementasi kebijakan merupakan
fungsi dari tiga variable, yaitu : 1. Karakteristik dari Masalah (tractability of the problems); 2.
Karakteristik Kebijakan/ undang-undang (ability of statute to structure implementation); 3.
Variabel Lingkungan (non statutory variables affecting implementation). Pemikiran Sabatier
dan Mazmanian ini berkesan menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila
birokrasi pelaksananya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk
pelaksanaan, petunjuk tekhis). Oleh karena itulah model ini disebut sebagai model top down.
Dengan pendekatan semacam ini sudah seharusnya tujuan dan sasaran yang akan dituju
hendaknya dituangkan dalam program maupun proyek yang jelas, dan mudah dipahami
sehingga para birokrat akan mudah untuk memahaminya kemana arah tujuan atau sasaran
yang hendak dituju.
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Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran
kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan
mengurangi distorsi implementasi.
2) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,
tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber
daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen,
kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka
implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga
menjadi tidak efektif.
4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur
organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang
menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Konsep Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Menurut Soemartono dan Hedrastuti (2011:160) mendefinisikan bahwa system informasi
administrasi kependudukan merupakan system informasi yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan ditingkat penyelenggaraan instansi pelaksana. Selanjutnya menurut
Hasibuan (2006 :66) mendefinisikan sistem informasi administrasi kependudukan adalah suatu
system informasi yang disusun berdasarkan prosedur dan memakai standarisasi khusus yang
bertujuan menata system administrasi kependudukan. Menurut Hasibuan (2006) tujuan dari
SIAK adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan masyarakat yang mmbutuhkan
informasi maupun produk –produk kependudukan misalnya pembuatan KTP,
pembuatan KK.
b. Peningkatan security produk –produk system kependudukan karena online system dalam
pendataan pendaftaran penduduk antar kecamatan di pemkab dapat diperkecil.
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c. Peningkatan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam penanganan pendaftaran
penduduk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi
kebutuhan primer pemerintah.
d. Terbentuknya keragaman pola nasional dalam pendataan, penyajian data
kependudukan maupun pelayanan yang mengacu pada elemen –elemen
kependudukan yang baku.
e. Terbentuknya jaringan informasi kependudukan antara kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi maupun pusat.
f. Informasi data statistik kependudukan untuk keperluan Dinas Biro Statistik daerah
maupun dinas lainnya.
Hal ini sejalan dengan Unsur-unsur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SIAK merupakan satu
kesatuan kegiatan terdiri dari unsur: Database, Perangkat teknologi informasi dan
komunikasi,Sumber daya manusia,Pemegang hak akses, Lokasi database, Pengelolaan
database, Pemeliharaan database, Pengamanan database, Pengawasan database, Data
cadangan (back-up data/disaster recovery centre), Perangkat pendukung, Tempat
pelayanan, Pusat data, Pusat data cadangan dan Jaringan komunikasi data.
Kemudian dipertegas dengan pendapat Nugraha (2009) ada 3 unsur system informasi
administrasi kependudukan antara lain: 1)Pendaftaran kependudukan; 2) Pencatatan
sipil;dan 3) Pengelolaan informasi.
Konsep Pelayanan
Untuk memberikan pemahaman tentang pelayanan sesuai kajian penulisan ini, Valerie A.
Zeithaml (dalam Santoso,2008:56) mengonsepsikan mutu layanan publik pada dua pengertian,
yaitu expected service dan preceived service. Keduanya terbentuk oleh dimensi –dimensi
mutu layanan yaitu : tangibles (terjamah), rehability (ramah), responsiveness (tanggapan),
competence (kompeten), courtecy (ramah), credibility (bisa dipercaya), security (aman),
acces (akses), communication (komunikasi), understanding the custamor (memahami
pelanggan). Dalam pada itu, expected service juga dipengaruhi oleh word of mouth (kata –
kata yang diucapkan), personal needs (kebutuhan pribadi ), past experience (pengalaman
masa lalu ), external communications (komunikasi eksternal ).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Pelayanan
Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Kendari dibahas berdasarkan kerangka pikiir penelitian yang dibangun atau ditetapkan
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dalam penelitian.
Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
oleh instansi atau pejabat berdasarkan pertimbangan aturan-aturan yang dikelurkan oleh
pemerintah terkait demi tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Tercapainya atau tidak
tercapainya tujuan organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut dalam pelaksanaan
implementasi kebijakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
yaitu komunikasi, sumber daya dan disposisi. Untuk mencapai keefektifan pelayanan
pengurusan dan penerbitan KTP maka perlu penerapan sistem informasi administrasi
kependudukan (SIAK). Adapun yang menjadi unsur-unsur sistem informasi administrasi
kependudukan (SIAK) yaitu pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil dan pengelolaan
infomrasi. Adapun indikator untuk mengukur keefektifan implementasi kebijakan dalam
pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) adalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Komunikasi
Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat maupun sesama pegawai serta
hubungan komunikasi yang harmonis antara pimpinan organisasi dan bawahan dalam suatu
organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting karena akan berpengruh pada kinerja
pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga akan
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sikap jujur, terbuka, member dan menerima
masukan dengan baik, mengapresiasi kinerja pegawai melalui reward serta memberikan
feedback yang baik akan membangun komunikasi yang baik sehingga mempermudah
dalam implementasi pelayanan penerbitan KTP.
Hal diatas didukung oleh hasil wawancara kepada bapak Drs. H. La Halili selaku Kepala
Dinas kependuddukan dan pencatatan sipil kota Kendari sebagai berikut :
“komunikasi yang kami lakukan dengan masyarakat mengacu kepada uu nomor 24
tahun 2013 sebagai pengganti uu nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan. Kebijakan ini kami informasikan melalui sosialisasi kepada masyarakat
disetiap kecamatan pada setiap tahunnya. Sementara komunikasi saya dengan para
pegawai selalu terjalin dengan baik biasanya melalui rapat mingguan, apel pagi dan
komunikasi langsung setiap pegawai atau bidang mengenai tugas dan
tanggungjawabnya “. (wawancara, 15 Januari 2019).
Hal ini senada dengan hasil wawancara kepada ibu Indrawati Malaka, S.P selaku Kasubag
perencanaan sebagai berikut :
“pimpinan biasanya apabila ketemu dengan kami selalu menanyakan apa yang
menjadi keluhan dalam pelaksanaan tugas dan kadang kala juga menanyakan
keluhan pribadi kami selaku pegawai “. (wawancara, 17 Januari 2019).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara
pimpinan,bawahan dan masyarakat sangat baik hal ini dapat dilihat dari cara mereka
melakukan komunikasi yang terbuka dan selalu mengacu pada aturan yang ada.
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Sumber daya
Sumber daya merupaka faktor utama dalam mewujudkan keefektifan implementasi
kebijakan selaku pelaksana dari tujuan implementasi kebijakan. Dalam hal ini Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk mengembangkan sumber daya manusia
agar setiap kebijakan baru mengenai kemampuan pengoperasian teknologi dan
pengembangan wawasan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif.
Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Nuharti,SE selaku kasubag umum dan
kepegawaian sebagai berikut :
“Kami selalu berusaha agar setiap program baru, pegawai mampu menjawab
tantangan mengenai pelayanan kartu tanda penduduk (KTP). Kami melakukan
pengembangan pengetahuan pegawai dengan cara menghadirkan ahli dan
melakukan kursus mengenai program baru tersebut”. (wawancara, 15 Januari 2019).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber
daya pegawai cukup baik hal ini dapat dilihat dari bimbingan-bimbingan yang diadakan
baik tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
Disposisi
Sikap Disposisi merupakan suatu bukti bahwa pegawai loyal dalam melaksanakan setiap
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai tugas dan tanggungjawab untuk
pelaksanaan visi organisasi dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota
Kendari. Berdasarkan wawancara kepada bapak Sulkarnain, S.Sos., Selaku Sekertaris dinas
kependudukan dan pencatatan Sipil kota Kendari sebagai berikut :
“Kami selalu berusaha agar setiap regulasi atau kebijakan yang ada secepat
mungkin dapat dilaksanakan atau diterapkan semua pegawai sehingga kami
mampu beradaptasi secepat mungkin untuk melayani masyarakat sesuai dengan
kebijakan tersebut”. (wawancara, 18 Januari 2019).
Wawancara diatas senada dengan hasil wawancara kepada ibu Aida Sri Setiawan, S.Pd.
selaku Staf Operator Bidang Capil sebagai berikut:
“Untuk mewujudkan kebijakan yang efektif harus dimulai dari sikap konsisten
terhadap komitmen dalam hal ini kebijakan yang telah dikeluarkan. Dengan
demikian kami selaku pegawai melakukan sesuatu berdasarkan intruksi dari atasan.
Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan dapat dijadikan
sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan selanjutnya”. (wawancara, 18 Januari 2019).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sikap disposisi dari pegawai
sangat baik. hal ini dapat dilihat dari sikap pegawai yang konsisten terhadap kebijakan yang
ada kemudian didukung oleh penilaian sekertaris dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kota kendari.
2. Unsur-unsur Sistem Informasi Adminisistrasi Kependudukan (SIAK)
Pendaftaran Kependudukan
Pendafataran kependudukan merupakan sarana membangun basis data dan menerbitkan
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identitas bagi setiap penduduk sebagai identitas tunggal. Hal ini bertujuan agar setiap
masyarakat identitas yang jelas dan tidak ganda. Berdasarkan hasil wawancara pada ibu Hj.
Sitti Sukmini Sinta, S.Sos sebagai berikut :
“Kami dari bidang pendaftaran penduduk memberikan himbauan kepada
masyarakat melalui sosialisasi mengenai pendaftaran penduduk baik yang baru lahir,
domisili baru maupun pindah kewarganegaraan. Hal ini kemudian menjadi rujukan
atau acuan ketika nantinya masyarakat bersangkutan membuat KTP ataupun
penerbitan KTP baru yang disesuaikan dengan data yang dikeluarkan baik dari pihak
RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan. Selain itu, kami juga mengintruksikan kepada
tingkat kelurahan memberikan laporan terkait data kependudukan setiap kelurahan”.
(wawancara, 20 Januari 2019).
Hasil wawancara diatas berbeda dengan hasil wawancara kepada bapak Anwar Sulaiman
salah satu masyarakat Kecamatan Kadia Kota Kendari sebagai berikut :
“Sejauh ini pelayanan yang dilakukan oleh DISKUCAPIL yang saya alami pegawainya
cukup ramah namun kurang tepat waktu dalam pembuatan dan penerbitan KTP,
serta masih memandang keluarga dekat. Akan tetapi informasi yang diberikan terkait
pendaftaran penduduk sudah sampai kepada kami selaku masyarakat”.
(wawancara, 20 Januari 2019).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak dinas telah
memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai pendaftaran penduduk .
namun, dari sudut pandang masyarakat melihat bahwa kinerja pegawai belum optimal
disebabkan sikap dari pegawai dalam pemberian pelayanan dalam hal ini keterlambatan
dalam penerbitan KTP. Selain itu masih ada masyarakat yang kurang memahami informasi
yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil wawancara tersebut
ditanggapi oleh bapak Drs. H. La Halili selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil kota Kendari sebagai berikut :
“keterlembatan dalam penerbitan KTP disebabkan oleh fasilitas yang kurang
memadai disebabkan karena fasilitas tersebut sudah mencapai 6-7 tahun sehingga
tidak dapat digunakan secara optimal. Selain itu, ketersediaan blanko karena blanko
tersebut disediakan oleh pusat yang kemudian harus saya jemput sendiri di Jakarta.
Namun, kadangkala permintaan kami 1000 blanko yang difasilitasi nasional hanya
500 blanko. Kemudian tinta ribbon itu tidak sembarang tinta hanya produk dari
Jerman yang harganya mencapai 3 juta/ribbon. Kemudian kendala lainnya jaringan
dan lampu ”. (wawancara, 15 Januari 2019).
Jadi, kesimpulan mengenai wawancara diatas adalah masalah yang dihadapi oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kendari berupa fasilitas dan pengadaan bahan
pembuatan KTP yang disediakan oleh nasional tidak memenuhi permintaan dari dinas
kependudukan dan pencatata sipil Kota kendari yang disebabkan oleh kelangkaan dan
mahalnya bahan-bahan tersebut. Hal ini terkadang tidak disadari oleh masyarakat
mengenai alur penerbitan dan pencetakan KTP.
Pencatatan Sipil
Pencatatan sipil merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami
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penduduk dan perlu dilegalisir oleh Negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut
hukum dalam bentuk akta catatan sipil.
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja bidang pelayanan
pencatatan sipil telah optimal. Hal ini dapat dilihat dari komitmen bidang pelayanan
pencatatan sipil dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya yang dibenarkan oleh
pernyataan kepala DISKUCAPIL.
Pengelolaan Informasi
Pengelolaan informasi merupakan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
melalui suatu media atau alat yang akan menjadikan sebagai informasi tentang
perkembangan penduduk dari waktu ke waktu yang nantinya data tersebut digunanakan
dan dimanfaatkan sewaktu- waktu oleh masyarkat dalam pembuatan dan penerbitan kartu
tanda penduduk (KTP). Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Abdul Hamid, SH., M.Si
sebagai berikut :
“Berbicara mengenai data yang direkap oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil merupakan data yang sangat penting sehingga kami perlu menjaga
kerahasiaan dan keakuratan data tersebut. Kami melakukan berbagai cara
diantaranya data tersebut kami masukan dalam server yang sewaktu- waktu dapat
diakses oleh Kementrian Dalam Negri guna mamfaliditas data kependudukan secara
nasional”.(wawancara, 23 Januari 2019).
Wawancara diatas didukung oleh hasil wawancara kepada ibu Aida sri Setiawan, S.Pd.,
selaku staf operator bidang CAPIL sebagai berikut :
“Kami menginput data kependudukan ke dalam server yang kemudian diupload ke
website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kendari agar
masyarakat dapat mengakses dan memastikan bahwa data kepedudukannya telah
terdaftar serta pemanfaatan yang lainnya”.(wawancara 18 Januari 2019).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan
informasi cukup baik. hal ini dapat dilihat dari cara pegawai dalam memanfaatkan
teknologi untuk pengelolaan informasi yang baik sehingga dapat digunakan secara nasional.
Efektifitas Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk.
Bagian akhir penulisan ini akan dijelaskan secara umu pengelolaan SIAK pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari
Efektivitas pengelolaan SIAK dicapai melalui beberapa pendekatan yang dikemukakan oleh
Martani dan Lubis meliputi: pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan
sasaran. Pada penelitian ini, penulis melihat efektivitas pengelolaan SIAK melalui pendekatan
proses. Adapun indikator yang kemudian digunakan dalam mengukur efektivitas melalui
pendekatan proses terhadap pengelolaan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Kendari.
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1. Sumber daya manusia sebagai penunjang dalam penerapan SIAK merupakan faktor
yang sangat berpengaruh. Dalam mendukung keberhasilan organisasi mencapai tujuan,
maka DISKUCAPIL Kota Kendari didukung oleh aspek Sumber Daya Manusia yaitu
Starata 1 berjumlah 30 orang dan Starata 2 berjumlah 8 orang. Berdasarkan kesimpulan
hasil wawancara diatas maka peneliti melihat bahwa masih kurang tingginya kualitas
sumber daya manusia dalam pengelolaan SIAK dan kurangnya operator yang
menangani disetiap kecamatan sehingga belum efektif dalam pelayanan kartu tanda
penduduk.
2. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud
dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang
utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Dalam mendukung
berjalannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tentunya diperlukan sarana dan
prasarana yang memadai agar lebih efektif dalam menghasilkan produk-produk SIAK. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari memiliki berbagai sarana dan prasana
untuk menunjang keberlangsungan proses pelayanan yang diberikan, terkhususnya bagi
pelaksanaan SIAK. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi
sarana dan prasarana untuk pembuatan KTP sudah lengkap untuk mendukung berjalannya
pelayanan KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari.
3. Mekanisme pelayanan KTP
Alur pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) merupakan suatu mekanisme atau tahapan
yang real dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk dijalankan dan
ditaati oleh seluruh masyarakat yang akan melakukan pengurusan KTP.
Gambar 1. Alur pelayanan KTP DISKUCAPIL Kota Kendari
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, 2019.
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KESIMPULAN
Berdasarkanhasil dan pembahasan mengenai Implementasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (Siak) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dalam
proses pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menunjukan konidisi yang cukup baik
berdasarkan:
1. Dalam konteks faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang meliputi
komunikasi, sumber daya dan disposisi berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari
kamunikasi yang terjalin baik, bimbingan teknologi untuk sumber daya dan sikap loyal
pegawai terhadap kebijakan.
2. Dalam konteks unsur-unsur sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) cukup baik.
Namun, dalam konteks pendaftaran penduduk belum berjalan dengan optimal karena
faktor fasilitas yang kurang memadai. Sedangkan dalam konteks pencatatan sipil juga
baik dilihat dari kerja pegawai selalu berlandaskan dengan aturan yang ada. Kemudian
dalam konteks pengelolaan informasi juga sudah cukup baik dapat dilihat dari
pemanfaatan teknologi yang ada. Namun untuk dapat meningkatkan mengenai
pengelolaan informasi juga harus menyiapkan fasilitas yang lebih memadai.
3. Keefektifan dalam pelayanan KTP. Sumber daya manusia belum menjadi sebagai faktor
keefektifan pelaynanan KTP disebabkan masih kurangnya tenaga operator. Sedangkan
dari Sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan KTP sudah lengkap untuk
kelancaran pelayanan.
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